SALINAN.

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2245/KEP/413.013/2019
TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
MASA JABATAN 2019-2024

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi, menyalurkan aspirasi,
prakarsa masyarakat dan sebagai kontrol dan
mediator serta menciptakan suasana dan kondisi
transparan, akuntabel dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang
bermutu, perlu adanya Dewan Pendidikan sebagai
lembaga mandiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan
Dewan Pendidikan Pendidikan Kabupaten
Lamongan Masa Jabatan 2019-2024 dalam
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
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Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan



Menetapkan,
KESATU
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Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Dewan Pendidikan Pendidikan Kabupaten Lamongan
Masa  Jabatan  2019-2024, dengan  susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.
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KEDUA . Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU  berfungsi dalam peningkatan mutu
pelayanan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana
dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di
Kabupaten Lamongan.

KETIGA :  Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. menghimpun, menganalisis, dan memberikan
rekomondasi kepada Bupati terhadap keluhan,
saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap
pendidikan di Kabupaten Lamongan;

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
masyarakat melalui media cetak, elektronik,
laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis
scbagal pertanggungjawaban publik.

KEEMPAT . Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA secara
mandiri dan profesional.

KELIMA . Biaya yang timbul akibat pelaksanaan fungsi dan
tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan
diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan,; S engan aslinya
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan,

5. Sdr. Anggota Dewan Pendidikan dimaksud




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR

. 188/2245/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

MASA JABATAN 2019-2024

Kedudukan dalam

6. Dr. Chusnul Khitam, M.Ap.

\
i No. Keanggotaan Nama Unsur i
1 2 I 4 ) *j
| 1. | Ketua Dr. Fathurrahman, M.M. Pakar Pendidikan l}
Wakil Ketua Drs. Kusnowo, M.Pd. Tokoh Pendidikan |
II. | Sekretaris Dr. Abd. Ghofur, S.Pd., M.Pd. Praktisi Pendidikan j
Wakil Sekretaris F. Rohim Syuhadi, S.E., M.M. Organisasi Sosial Masyarakat
1. | Bendahara Husen, S.Ag., M.Pd. Praktisi Pendidikan ]
V. | Anggota 1. Dr. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd. | Penyelenggara Pendidikan \
2. Drs. Sisyanto, M.Pd. Organisasi Sosial Masyarakat |
| 3. Drs. Miftahul Huda, M.Si. Organisasi Sosial Masyarakat
4. Nur Salim, S.H. Lembaga Swadaya Masyarakat |
5. Drs. Mochtar, M.Pd. Organisasi Profesi |

%
Praktisi Pendidikan ]

BUPATI LAMONGAN,

gan aslinya
ukum,

ttd
FADELI



